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ABSTRAK : Dewasa ini, proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di
Indonesia dihadapkan dengan permasalahan tumpang tindih ketentuan hukum yang
mengatur mengenai tindak pidana suap pasif yang dilakukan oleh penyelenggara
negara atau pegawai negeri yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disisi lain, hakim dibekali dengan
kewenangan untuk melakukan penemuan hukum yang dapat digunakan sebagai
sarana untuk mencari solusi ketika dihadapkan dengan problematikal hukum.
Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan
akibat tumpang tindih ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana
suap pasif oleh penyelenggara negara terhadap putusan nomor: 144/PID. Sus-
TPK/2019/PN. JKT.Pst dan bagaimana penemuan hukum oleh hakim dapat
memecahkan permasalahan tumpang tindih ketentuan hukum yang mengatur
mengenai tindak pidana suap pasif yang dilakukan oleh penyelenggara negara
dalam putusan aquo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-
normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan
konseptual, dan pendekatan historis. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa
dampak yang ditimbulkan dari tumpang tindih ketentuan mengenai tindak pidana
suap pasif oleh penyelenggara negara adalah tidak tercapainya tujuan hukum di
dalam putusan nomor: 144/PID. Sus-TPK/2019/PN. JKT.Pst, kemudian penemuan
hukum oleh hakim dalam perkara aquo sejatinya merupakan solusi yang dapat
diterapkan atas permasalahan tersebut.

Kata Kunci: Tindak Pidana Suap Pasif, Penemuan Hukum, Korupsi, Penegakan
Hukum.
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